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ABSTRAK

Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahakamah Agung (selanjutnya disebut
dengan PERMA) No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perubahan
PERMA mediasi ini merupakan perubahan ketiga. Sebelumnya, aturan proses mediasi diatur
PERMA No.2 Tahun 2003 dan PERMA No.1 Tahun 2008. PERMA No.1 Tahun 2016
diterbitkan karena tingkat keberhasilan Perma No.1 Tahun 2008 belum sesuai harapan,
dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi berdasarkan evaluasi di pengadilan.
Oleh karena itu, pelaksanaan mediasi dengan hasil kesepakatan dan kegagalan yang dicapai
serta faktor penyebabnya menjadi bahan pertimbangan utama untuk menilai tingkat
efektifitasnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan dan
kefektivitasan dari PERMA mediasi ini- dan-hambatan atau kendala dalam pelaksanaan
mediasi di Pengadilan Negeri Solok. Metode yang digunakan dalam pembahasan tersebut
adalah metode penelitian yuridis empiris dengan mengkaji- dan menganalisis data sekunder
berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Teknik
pengumpulan data berupa studi lapangan dengan melaksanakan wawancara dengan hakim
pemeriksa perkara di Pengadilan Negeri Solok. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
efektivitas serta penerapan PERMA No.1 Tahun 2016 di Pengadilan Negeri Solok telah
terlaksana dengan baik sebagaimana telah diatur dalam peraturan tersebut. Penerapan
PERMA 2016 di Pengadilan Negeri Solok memang efektif tetapi pencapaian dengan perkara
berhasil di mediasi itu tergantung kepada para pihak masing-masing. Keefektifan PERMA di
Pengadilan Negeri Solok masih belum efektif hanya mencapai 6,5%. Hambatan Atau kendala
dari peraturan mediasi tersebut yaitu dari para pihak dan tidak adanya dukungan advokat.
Dalam hal proses mediasi penerapan itikad baik dalam PERMA No.1 Tahun 2016 mulai
dikembangkan dan memiliki akibat bagi pelanggarnya. Iktikad baik yang ada di PERMA ini
diharapkan dapat memperlancar suatu proses para pihak dalam menghasilkan kesepakatan.



